
SALINAN

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan pasal 58 ayat (3) peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan penghasilan Kepada pegawai
Aparatur Sipil Negara;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun l95g tentang
Pernbentukare Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayai
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Iro Tenggara Timur (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Unde.ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedu-a
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubfif
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a (Lembaran Negara Republik Indonesia tafrun ZdZO
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlan 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
178l);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adatah

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dar pegawai
Pemerintah dengan perjanjian Kerl'a yang bekeg.a pada
instansi Pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara terap o1"1,
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
Pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah wzrrga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai pNS secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.

8. Pegawai Pemerintah dengan pe4'anjian Keq'a yang
selanjutnya disingkat PPpK adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di
Lingkr.rngan Pemerintah Daerah .

9. Calon Pegawai Pemerintah dengan pe4ianjian Kerja yang
selanjutnya disingkat CpppK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanalian tugas pemerintahan.

10. Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disingkat Tpp adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada ASN.

ll. Laporan Harta Kekayaan pejabat Negara yang selanjutnya
disebut LHKPN adalah seluruh harta kekayaan wajib lapor
LHKPN yang dituangkan dalam formulir yang diietapian
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut LHKASN adalah laporan fr..t"
kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegan ai
selain wajib lapor LHKPN.

13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban -u.rtr.rf
mengganti kerugian Negara oleh para pengelola keuangan
Negara.

14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
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Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorurng ASN dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis
pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesnlitan
dan tanggung jawab dan tidak persyaratan kualifikasi
pekeqiaan dan digunakan sebegai dasar penggajian.
Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah
PNS yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural
di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat
definitifnya berhalangan sementara.
Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat plt adalah
PNS yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural
di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila pejabat
defi nitifnya berhalangan tetap.
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, peq'alanan wisata, pengobatan gratis, dan
fasilitas lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) TPP dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi.

(2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kineq'a dan
kesejahteraan ASN.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) TPP diberikan berdasarkanjabatan dan kelasjabatan.

(21 TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan:
a. beban kerja;
b prestasi kerja;
c. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya.

B'gian Kedua
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Keq.a,

Prestasi Kerja dan Kondisi Keg'a

Pasal 4

(l) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a,huruf b, dan huruf c, pembayarannya aisejuait<an dengan
basrcTPP.

15.

16.

18.

r
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(2) Pembayaran TPP sebagqiman. dimaksud pada ayat (1)
dibayar berdasarkan besaran Tpp yang diterima ASN
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupatan
bagian tidak terpisahkan dari peratnran Bupati ini.

(3) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a diberikan kepada ASN yang
dalam melaksanakan tugas melampaui beban te{a
normal atau batas wal<tu normal. minimal 112.5 jam
(seratus dua belas koma lima jam), perbulan dari besaran
TPP.

(4) TPP berdasarkan prestasi Keg'a sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada ASN
yang memiliki prestasi keqia sesuai bidang keahliannya
dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(5) TPP berdasarkan Kondisi Keq'a sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN
yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki
resiko tinggi seperti resiko kesehat r, -k."m"rran jiwa,
dal lainnya.

(6) Rincian kriteria berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
a. pekerj_aan yang berkaitan langsung dengan penyakit

menular;
b. pekery'aan yang berkaitan langsung dengan bahan

kimia berbahaya/radiasi, bahan iadiolaktif; -
c. peke{aan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan

penegakan hukurn;
e. pekeq'aan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan

analisa atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada
- pejabat pelaksanaannya; dan /atauf. peke{aan ini satu tingkat dibawahnya sudahdidukung oleh jabatan fungsional dan tidak adajabatan struktur dibawahnya.

pasai 5

Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja, prestasi Kery.a, danKondisi.Kerja sebagaimana dimaksud aU"- p"""t + iyat (i1,ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yangmerupak.n bagia' tidak terpisahka' cla.i peratur arr Buoari
Int.

Bagian Ketiga
Tambahan penghasil,an pegawai

Berdasarkan Kelangkaan Profesi

pasal 6

(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2j huruf d, diberikankepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan
pimpinan tertinggi di pemerintah Daerai.

T
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(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Keempat
Pertimban gan Objektif La.innya

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan
kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan
Perundang-undangan.

(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai
kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAI{AN PENGHASII.AN PEGAWAI

pasal 8

(1) TPP untuk setiap Jabatan diberikan berdasarkan Kelas
Jabatan.

(21

(3)

(41

(s)

(6)

(71

TP,P bagr CPNS/CPPPK dibayarkan sesuai dengan
Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan
sebagai CPNS/CPPPK.

TPP bagr CPNS/CPPPK dibayarkan terhitung mulai
tanggal Surat Pernyataan Menjalankan T\rgas.

TPP bagt CPNS/CPPPK formasi jabatan pelaksana
dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persenj aari nitaiTPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya
Keputusan pengangkatan dari CPNS/ CpppK meniadi
PNS/PPPK.

TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan
sebesar 8O7o (delapan puluh persen) dari nilai Tpp
j abatan fungsional tersebut.

Dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkan
kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah
jabatan pada peta jabatan, Tpp diberikan sebesar l0OZo
(seratus persen) dari nilai Tpp kelas jabatan terendah.

Plt. atau Plh. diberikan Tpp tambahan, yang menjabat
dalam jangka waktu paling singkat t lsitu; bulan
kalender.

Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung

yang merangkap sebagai plt. atau plh atau penjabai
menerima TPP tambahan, ditambah 20%o {dua nuluh
persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai plt. atau plh.
atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;

(8)

t'
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b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau
penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi,
ditambah 2O%o (dua puluh persen) dari TPP yang lebih
rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang
dirangkapnya;

c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya
menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan

d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt.
atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai
tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.

(9) ASN yang mengalami mutasi antar PD di lingkungan
Pemerintah Daerah, TPP dibayarkan pada PD asal
sebelum dianggarkan pada PD baru mulai bulan
berikutnya.

(10) Bagi ASN yang di mutasi atau diangkat dalam jabatan
struktural maupun jabatan fungsional, TPP diberikan
mulai bulan berikutnya setelah pelantikan dalam jabatan
terakhir.

(11) Bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah' TPP' 
dib;rikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu'fPP
selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat
penempatan, dan setelahnya dibayarkan 10O7o (seratus

Persen).

BAB V
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

(1)

Pasal 9

Setiap ASN wajib melakukan absensi pada hari ke{a:
a. hari senin samPai dengan kamis :

1. pagi paling lambat pukul 07.30 wita; dan
2. sore paling cepat pukul 15.30 wita;

b. hari jumat :

1. pagi paling lambat pukul 06.30 wita; dan
2. sore paling cepat pukul 12.00 wita;

c. hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan hJruf b, di kecualikan pada PD yang memiliki
tugas khusus dengan pengaturan jam keda tersendiri'

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan'
maka diberikan Pengurangan TPP:

1) sebesar 3"h (Ega persen) dari TPP beban kerja untuk
setiap 1 (satu) hari tidak masuk kefa; dan

2) paling banyak sebesar 1o0o/o (seratus persen) dari' ipp UeUan kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak
masuk kerja.

b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan'
maka diberikan pengurangan TPP beban keda sebagai

berikut:

(21

r



KETERI-AMBATAN
(TL)

LAMA
KETERLAMBATAN

PERSENTASE
PENGURANGAN

TL1 1 menit s.d.<31
menit

A,soh

TL2 31 menit s.d.<61
menit

Lolo

TL3 61 menit s.d.<91
menit

1.25o/o

TL4 >91 menit dan
mengisi daftar hadir
masuk kerja

l,5o

7

(3)

(4)

(1)

c. ASN yang pulang kerja seberum waktunya pada buran
beq'alan, diberikan pengurangan Tpp UiUan kery.a
sebagai berikut:

Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit atau cuti
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, dengan
menyampaikan alasan atau bukti pendukung yang sah,
maka tidak dikenakan pengurangan Tpp.
Alasan atau bukti pendukung yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa surat keterangan sakit
atau surat cuti dari pejabat yang berwenang.

Pasal 1O

Pembayaran TPP ditunda apabila ASN:
a. tidak menyampaikan:

1. la.poran Harta Kekayaan penyelenggara Negara
(LHKPN); atau

2. I"aporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN).

b. terkena sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban
sesuai keputusan Tuntutan perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugr (TpTGR); dan

c. tidak mengembalikan Aset Daerah.
Penundaan Pembayaran Tpp kepada pD dilakukan ataspenilaian PD pengampu apabila tidak memenuhi
kewqiiban sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai
berikut:

penyusunan RENJA RKpD;
penyusunan LKPJ;
penyusunan LPPD; dan
LKJIP dan Reformasi Birokrasi.

(2)

a.
b.
c.
d.

PULANG SEBELUM
wAKru (PSw)

PSWl

LAMA
MENINGGALKAN
PEKERJAAN
SEBELUM WAKTUI{YA

PERSENTASE
PENGURANGAN

1 menit s.d.<31
menit

o,5o/o

PSW 2 31 menit s.d.<61
menit

Io/o

PSW 3 61 menit s.d.<91
menit

L.25o/o

PSW 4 >91 menit dan
mengisi daftar hadir
zulang kantor

1,55o/o

r
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(3) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dan ayat (21 dilakukan sampai dengan
dipenuhinya kewajiban.

(4) Pembayaran TPP dipotong apabila ASN yang menerima
Gratifikasi dan telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, pemotongan dilakukal selama 3 (tiga) bulan
sebesar 50 7o (lima puluh persen).

BAB VI
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 11

Pembayaran TPP prestasi keq'a dinilai berdasarkan
produktlitas keqa dan TPP beban ke{a dinilai
berdasarkan disiplin kela yang dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d ibayarkan berdasarkan :

a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70olo ( tujuh puluh
persen) dari basic TPP; dan

b. penilaian disiplin ke4'a sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari basic TPP.

(3) Penilaian produktifitas keqja sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. pelaksanaan tugas; dan /atau
b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil

pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.

(41 Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a iurtara lain:

uraian tugas jabatan;
indikator kine{a utama;
pelanjian kineg'a; atau
indikator kinerja individu.

Penilaian disiplin kefa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.

Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada
saat masuk kela dan pada saat pulang keq'a.

Sistem peniiaian produktivitas kerja untuk bulan Januari
2021 sampai dengan bulan Maret 2021 dilaksanakan
secara mamual sampai dengan diterapkannya sistem
penilaian produktivitas kerja secara elektronik.

BAB VII
PENATAUSAHAAN

Pasal 12

(1) Rincian objek belanja pada kode rekening TPP bagi ASN
merupakan perkiraan dalam penganggaran.

Penyerapan anggaran disesuaikan dengan rincian
kebutuhan yang tertera pada kolom uraian DPA-
SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan tidak
melebihi pagu anggaran pada kode rekening berkenaan.

Uraian DPA-SKPD/DPPA-SKPD / DPA-PPKD/ DPPA-PPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak
mengikat.

(1)

(21

a.
b.

d.

(s)

(6)

(7i

(2\

(3)

1'
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku, maka peraturan
Bupati Nomor I Tahun 2018 tentang pemberian Tambahan
l1$:*ilan Pegawai ( Berita Daerah Kabupaten Badung rarrun
2al8 Nomor l) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Agar -setiap onang mengetahuinya,
qengundangan peraturan Bupati ini dingan
datam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Peraturan Bupati
tanggal 1Januari ZAZI.

ini mulai berl,aku pada

nremerintahkan
penempatannya

di Mangupura
4 Pebruari 2OZL

G,

GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupuna
pada

BER

Pebrua-r'i 2A21

UPA?EN BADUNG,

I ARNAWA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NCIMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Huktim Oan HRnn
Setda. Kabupaten Badung,

A.A-€de Asteva yudhva
NlP. 19720510 199S03 1 oog

Crc-
* I ELL.FT

g.l

$



LAMPIRAN

PERATUMN BUPATI BADUNC
iiO^iOR 5 ifiiuii 202 i
TENTANC
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA A.PARATUR SIPIL NEGARA

1 BESAR]TN TPP BAGI PNSD YANC MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINCCI, ADMINISTMTOR, PENGAWAS DAN PEINKSANA

Kelas
Jabatan

T*?bsbst
Penghasilan ASN

Beben Kerja

T*rb--!ct
Peoghasilan ASN

P.€tasi Kerja

Te.:bahen
Penghasitan ASN

Kondisi Kerja

Tembahan
Penghasilan ASN

Kelangkaan
Profesi

Jumlah yang diterima Jabatan

Kelas 15 LO,s42,960 24,600,240 10,s42,960 15,4L4/40 61,500,600 Sekretaris Daerah

I4 8,026,200 !4,727,800 5,350,800 32,104,800
Asisten pada sekretariat DaeEEl
Kepala Dinas, Kepala Badan dan

13 7,203,6N 15,808,400 4,802,4AO )8,4r4,400 stafAhli
12 5,760,000 13,440,000 3,840,000 23,040,000 Camat
12 6,437,647 15,o2t,177 4,297,765 25,750,589 Camat Golongan lV

1: Kepala Ba8ian pada Sekretariat
Daerah, Sekretaris pada Badan/Oinas

12 6,437,647 15,02I,177 3,2ra,a24 24,677,64a
Iep"la argia n pada-e-f [GEi-
Daerah, Sekretaris pada Badan/Dinas
Golongan lV

11 4,453,2ffi 10,390,800 1,484,400 16,328,400

Xepala Eagian pada sekriGrii-
DPRD, Kepala Bidang pada
Diilas/6arja, v'Saipoi iF, Sei !iari,
Kecamatan

4,917,LO6 1I,613,241 1,6S9,035 18,2493A8

(epala Bagian pada Sekret-ria-
DPRD, Kepala gidang pada
Dinas/8adan/Satpol pp, Sekretaris
Xecamatan Golongan lV9 3,359,600 7,A62,400 !,123,2@ 12,35S,200 Lurah

9 3,766,O24 8,787,388 t,255,34I 13,808,753 Lurah Golongan lV

9 3,369,600 1,462,400 673,920 11,905,920

Kepala 5ub gagian pada Sekretariat
Daerah, Kepala Sub Bagian pada
Sekretariat DPRD, (epala Sub BidanS
pada Badan, Kepala S€ksipada Oinas,
.Y.eF!: UgI, Irpels Ssb B:gi,.ng C:r
(epala Seksi gada l(ecamatan

9 3,766,O24 8,787,388 753,205 13,306,6L7

Kepala Sub Bagian pada Sekretariat
Daerah, Xepala Sub Bagian pada
Sekretariat DPRO, Kepala Sub Bidang
pada 8adan, Xepala Seksipada Djnas,
l(ii;ia Ui'T, Xep;b Si.,.b B;:;ianSdan
l(epala seksi pada Xecamatan
Golongan lV

8 2,704,za0 6,319,320 s41,6s6 9,569,256
Sekretaris pada XelurahanJepiii
Seksi pada Kelurahan dan Kasubag
IU pada UPT

8 9,026,901 7,062,770 605,380 10,695,051
Sekretaris pada (elurahan, (eoalt
Seksi pada Xelurahan dan Kasubag

IU pada t,PT Goloncan lV

I



7 2,1A7,AAO 5.571,72O 318,384 4,277,984

Analis, Bendahara, Fasilitator, Filolo&
L'r.to.li.n, Pemhina, pFmerit (a,

Penata, Penelaah, Pengamat,
PenSawas, Pengemban& pengendali,

PenSevaluasi, Pengkaji, pen8uii,

Penyuluh, Penyusun

7 2,668,807 6,227,217 355,841 9,2s1,855

Analit 8€ndahara, Fasilitator, Filolo&
(ustodian, Pembina, pemeriksa,

Penata, Penelaah, pengama!

Pengawas, Pengemban& penSendali,

PenSeyaluasi, Pengkaji, penguji,

Penyuluh, Penyusun yang Golongan
lV (tidak baSi IFT (ategori (eah lia n

dan Katesori (etramoilanl

6 2,O75,MO 4,847,760 2'16,672 7,r93,472
Operator, PenSelola, Pengolah,
Penata, Pranata, Aiudan, Sekretaris,
yqlifkator dan ?etuSas

6 7,319,t62 5,4r7379 309,222 8,039,753

Operator, Pengelola, pengolah,

Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris,
Verifikator dan Petu8as yanS
6olon8an lV (tidak baSiJFT KateSori
Keahlian dan Kategori Ketrampilan)

6 2,O75,MO 4,841,760 1,383,360 8,300,160
Ajudan/Sekretaris Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah

5 7,710,520 4,037,8aO 230,736 s,999,136

Pengamat Tela Pemula, pengawa5

Eenih Tanaman Terampil pelaksana

Pemula. Paramedik Veteriner
Terampil Pelaksana pemula, pekerja

Sosial Pelnula, PenSuji Kendaraan
Bermotor Terampil pelaksana

Pemula, Pengadministrasi

5 I,934,771 4,512,925 257,48L 6,704,916

Pengamat Tera Pemula, pengawas

Benih Tanaman Terampil pelaksana

Pemula, Paramedik Veteriner
Teralhpil Pelaksana Pemula, pekerja

Sosial Pemula, Penguji Kendaraan
B€rmotor Teram pil pela ksana
Pemula, PenSadm inistrasi ya ng
GolonSan lV (tidak bagiJFT t(ategori
Xeahlian dan l(ategori Xetrarnpilan)

4 I,O25,640 2,393,150 136,752 3,555,552 Terampil Pelaksana
3 447,440 7,977,360 772,992 2,937,792 Pengemudi dan Petugas Keahanan
2 700,920 1,535,480 93,456 2,429,a56 Pelaksana

1 s54,400 1,293,600 92,400 7,940,400 Pramu 8akti, Pramu (elersittan, aan
Pramu Taman

l\



2 BESARAN PNSD YANG

Kelas

Jabatan

Tambahan

Peft6iias;ian ASii
Beban Kerja

Tambahan
Peftgi.aslafi ASi.:

Presttri Xeria

Tambahan

^.,L_L:_:r__.F.rf crrB,rtd5ldil AJtt

Kondisi Keria

Jumlah yang

diterima

Kelas T4 8,026,200 78,72V,8n 8,293,740 3s,o47,740 lnspektur
t2 5,760,000 13,440,Gt0 4,992,000 24,192,@O Sekretaris
L2 6,437,647 75,02!177 5,579,294 27,038,!78 Sekretaris Golongan lV
1 4,453,200 1o;3qi;!oo 3,859,440 !8,703,440 Inspektur Pembantu

7T 4,977,LO6 IL,613,247 4,3L3,492 20,903,845 tnspektur Pemoantu

o 3,369,600 7,862,400 2,583.360 13,815,360
Kepala Sub Eagian pida
Sekretariat

9 3,766,O24 8,787,388 2,887,285 15,440,697 Kepala Sub Bagian pada
Sekretariat Golongan lV

-, 2,387,880 5,577,720 L,671,5t6 9,63t,176

Analis, Bendahara,
Fasilitator, Pembina,
Pemeriksa, Penata,
Penelaah, Pengamat,
Pengawas, Pengembang,
Pengendali,

iref ia€.,.dlud5i, P€fi 3k5;1,
Penguji, Penyuluh,

2,668,807 6,227,217 1.868,165 ro,764,L89

{nalis, Bendahara,
:asilitatot Pembina,
)emeriksa, Penata,
renei;ah, Penga;j1jt,
)engawas, Pengemban
)engendali,

rengevaluasi, Pengkaji,
renguji, Penyuluh,
'enyusun yang

;olongan tV {tidak bagi

;;.;ft"*1
,I
rsi, Pengkaji, 

Inyuluh, 
I'an8 |

/{tidak bagi 
I

JFT Kategori Keahlian
dan Kategori

Ketrampilan)

2,O75,O40 4,U7,760 L,452,528 8,369,328

lop"r"to., e*g"i;E;
fPengolah, 

penata,

lPranata, Ajudan,

| 
9ekr.et:r.is, trer.ifik:tcr

ldan Petueas

lPengamat 
pemula,

lPengawas Benih

lTanaman Terampil

lP"laksana pemula,

Paramedik Veteriner
Terampil Pelaksana
Pemula, Pekerja pemula,

PengujiTerampil
Pelaksana Pemula, dan

1,O25,@o 2,393,t60 777,948 4,L36,748 Terampil Pelaksana
3 847,440 L,977,360 s93,208 3,418,008

Pengemudi dan petugas

KeamananFunqsional T

I

7

6

c
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3 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA BAGTAN PfNGADAAN MRANG DAN JASA

Kelas

Jabatan
Penghasiian ASirr

Eeban Kerja

Tambahan
PengimsihnASii

Prestrt Xeria

Tambahan

Penghasiian ASirr

Kondisi Keria

Jumlah vang
diterima

Jaoatan

Kelas I2 5,760,000 l3,4/m,0(x) 3,840,O00 23,040,000 Kepala Bagian

L2 6,437,647 ls,o2\L77 4,29L,765 25,750,s89
Kepala Eagian Golongan
IV

9 3,369,600 7,864400 1,123,200 t2,355,200 Kepala Sub Bagian

9 3,7ft6,O24 a,t87,3aa L,255,34L 13,808,753
IV

? 197 aen q c71 7?n A'r1 <aa e i1-t 1're

Analis. Bendahara,

Fasilitator, Filolog,

Kustodian, Pembina,

Pemeriksa, Penata,

Penelaah, Pengamat,

Pengawas, Pengembang
Pengendali,

Pengevaluasi, Pengkaji,

Penguji, Penyuluh,

Penyusun

2,668,807 6,227,217 533,76I 9,429,785

Analis, Bendahara, 
I

Fasilitator, Filolog 
I

Kustodian, Pembina, I

Pemeriksa, Penata, 
I

Penelaah, Pengamat, I

Pengawas, Pengembang, 
I

Pengendali, I

Pengevaluasi, Pengkaii, I

Penguji, Penyuluh, 
I

Penyusun yang I

Golongan lV (tidak bagi I

JFT Kategori Keahlian 
I

dan Kategori I

6 2,O75,MO 4,84I,760 415,008 7,331,808

Operator, Pengelola,

Pengolah, Penata,

Pranata, Ajudan,
Sekretaris, Verifi kator
dan Petugas

'l 2,3t9,762 5,4I1,379 463,832 8,194,373

Operator, Pengelola,

Pengolah, Penata,

Pranata, Ajudan,
Sekretaris, Verifi kator

5 1,730,520 4,037,880 346,rO4 6,114,504

Pengamat Pemula,

Pengawas Benih

Ianaman Terampil
Pelaksana Pemula,

Paramedik Veteriner
lerampil Pelaksana

Pemula, Pekerja Pemula,

PengujiTerampil
Pelaksana Pemula, dan
Pengadministrasi

tt



5 r,934,1I1 4,st-2P2s 386,822 6,833,857

lPengamat Pemula,
lPenaawas Benih

lTanaman Terampil

lPelaksana Pemula,
I

lParamedik 
Veteriner

lTerampil Pelaksana
'Pemula, Pekerja Pemula,
PengujiTerampil
6rl^1.---^ nid/rl- J^-r cronJot to f Et I tsta, uot I

Pengadministrasi yang

Golongan lV (tidak bagi
JFT Kategori Keahlian
dan Kategori

Ketrampilan)

1,O75.644 2,393,1 60 )05,174 1671,978 Tpramnil Pelaksana

3 847,MO 1,977,360 169,488 2,994,288
Pengemudi dan Petugas

Keamanan
749,920 1,535,480 140,184 2,476,5a4 Pelaksana

1 554,400 1,293,600 110,880 1,958,880
Pramu Bakti, Pramu
Kebersihan, dan Pramu

Taman
Fungsional

t2 5,760,000 13,440,000 1,L52,000 20,352,000 Fungsional Ahli Madya

IU 3,a73,600 9,038,400 774,720 L3,586,720 Fungsional Ahli Muda

2,704,280 6,3t9,320 541,656 9,569,256 Fungsional Ahli Pertama

I'



4 BESiRAN TPP BAGI PNSD PADA BADAN PENDAPATAN DAEMH

Kelas
Jabatan

iambairan
Penghasilan ASN

Beban Keqa

iarrrirahan
Penghasilan ASN

Prestasi Kerja

Tarnbairan
Peqghasilar ASN

Kondisi Kerja

Tambahafl
Penehasilan ASN

Pertilnbangan
Objektif

Jumlah yarlg diterima Jabatan

Kelas 14 4,026,2@ 1&727,800 2,675,400 Eelania Insentit
bagi ASN atas

PemunSutan Pajak

29,429,400 Kepala Badan
12 5,760,000 13,440,000 1,152,000 20,352,000 Sekretaris
L2 6,431,647 L5,021,177 \247,529 22,746,353 Sekretaris GolonSan lV

11 4,917,LO6 11,673,247 995,421 17,545,7J4 Kepala Eidang Golongan lV
9 3,369,600 7,462,4N 449,za0 11,681,280 Kepala Sub Bagian/(epala Sob

Eidang/Kepala UPT
9 3,166,O24 4,747 3AA 502,136 13,05s,548 (epala 5ub Bagian/Kepala Sub

Eidan&/Xepala UPT Golongan lV
8 2,708,280 5,319,320 36r,704 9,388,704 Kasubag Tl.J UPT
a 3,026,901 1,(J62,/tO 4/J3,54I 10,49-i,25a ftsubagiu UPT Goiongan iv
7 2,387,880 5,57r,120 8,114,792 Analis, Bendahara, Fasilitator,

Pembina, Perneriksa, Penata,
Penelaah, Pengamat, Pengawas,

Pengemban& Pengendali,

PenSevaluasi, Pengkaji, PenSuji,

Penvuluh. Penvusun
7 2,664,807 6,227,2r1 177,920 9,O73,944 Analis, Bendahara, Fasilitator,

Pembina, Pemeriksa, Penata,

Penelaah, Pengahat, Pengawas,

Pengemban& Pen8endali,

Pengevaluasi, PenSkaji, Penguji,

Penyuluh, Penyusun yanS Golongan

lV (tidak bagiJFT kategori Keahlian

dan Kategori Ketrampilanl
6 2,O1S,MO 4,8/t,760 138,336 7,0s5,136 Operator, Pengelola, Pengolah,

Penata, Pranata, Ajudan, Sek.etaris,

Verifikator dan Petugas
6 2,379,162 5.411,379 154,611 7,485,752 Operator, Pengelola, Pengolah,

ienara, Pranara. Ajudan, iakreaaris,

Verifikator dan Petugas yanS

Golon8an lV (tidak bagiJFT Kategori

Keahlian dan (ategori Xetramgilanl
5 1.730,520 4,037,880 115,368 5,883,768 Penganat, Pengawas Terampil

Pelaksana Pemula, Pelaksana

Fe,iiuid. J;,, pc,,rdd i,,i5i,dsi
3 447,440 r,977,3F,O 56,496 2,44L,296

Pengemudi dan Petugas Keamanan

5 BESARAN TPP SAGI PNSD PADA BADAN PERENCANMN DAERAH DAN SADAN PENGELOLA K€UANGAN DAN ASET DAERAH

Kelas

Jabatan

Tambahan

Penghasilan A5N

Tambahan
Penghasilan ASN

lambahan
Penghasilan ASN

Jumlah yanS

diterima
Jabatan

Kelas I,02626 18,727,8AO 4,026,200 34,780,200 Kepala Badan
12 5,760,000 13,i140,000 4,800,000 24,000,000 Sekretaris

12 6,437,647 rs,o21,177 5,364,706 26,823,530 Sekretaris Golongan lV

11 4,453,200 10,390,800 3,711,000 18,55s,O00 Kepala Bidang

\'l Kepala Bidang Golongan

I 3,369,600 7,462,400 2,471,O40 13,703,040 Kasuba&/Kasubid

9 3,756,O24 8,787,388 ),761,751 15,315,163
Kasuba&/l(asubid

Goloncan lV

8 2,104,24o 6,3t9,320 1,805,520 10,833,120
labatan Fungsional

Tertentu

I
fr



2387,48O 5,57t,720 t,59t,920 9,551,520

Analis, Bendahara,

Fasilitator, Pembina,

Pemeriksa, Penata,

Penelaah, Pengamat,

Pengawas, Pengembang

Pengendali,

Pengevaluasi, Pengkaji,

Penguji, Penyuluh,

2,668,807 6,227,2r7 t,779,205 10,67s,229

Analis, Bendahara,

Fasilitator, Pembina,

Pemeriksa, Penata,

Penelaah, Pengamat,

Pengawas, Pengembang,

Pengevaluasi, Pengkaji,

Penguji, Penyuluh,

Penyusun yang

Golongan lV (tidak bagi

JFT Kategori Keahlian

dan Kategori

Ketramoilan)

6 2,O75,O40 4,8r'.l,760 1,383,360 8,300,150

Operator, Pengelola,
Pengolah, Penata,
Pranata, Ajudan,
Sekretaris, Verifi kator
dan Petusas

5 2,319,162 5,4t7,379 1,546,108 9,276,649

n^aE+^. ooa--t^t.

Pengolah, Penata,

Pranata, Ajudan,
Sekretaris, Verifikator
dan Petugas yang

Golongan lV (tidak bagi
JFT Kategori Keahlian

cian i(aiegori

!,730,s20 4,037,880 1,153,680 6,922,O80

Pengamat, Pengawas
Terampil Pelaksana

Pemula, Pelaksana

Pemula, dan

Pengadministrasi

5 L,934,LIl 4,sLz,925 7,289,407 7,736,442

renSamat, Pengawas

Ierampil Pelaksana

Pemula, Pelaksana
Pemula, dan
Pengadministrasi yang

Solongan lV (tidak bagi
IFT Kategori Keahlian

lan Kategori

3 847,MO L,977,360 564,960 3,389,760
Pengemudi dan Petugas
Keamanan

[F

7

)



6 EESARAN TPP BAGI PNSD PADA DINAS XESEHAiTAT, RSUD, SATPOL PP, DtNAs KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, DAN SADAN PENANGGUTANGAN EENCANA
DAERAH

2,360,47L

TPP Pertimbangan

Obyektif Lainnya
(Jasa Pelayanan

Kesehatan) bagi
Tenaga Kesehatan

8,787,388 \729,AO7

533,76L

2,O75,O40 4,84I,750 415,008

2,3t9,t62 5,4L1,379 463,832

1,97?,360

I

2L,3r2,OOO

23,8L9,295 
| Sekretaris Golongan lV

Kepala 5ub Bagian/Kepala Sub
13,683,219 

| 
Bidangi/Kepala Seksi/Kepala UpT

Kepala Sub Bagian TU UpT

Kepala Sub Bagian TU UpT Golongan

s,s7r,720 | 477,s76

Analis, Bendahara, Fasilitator,
Ferriirirra, Fcrrrer ik:J, FErraia,
Penelaah, Pengamat, pengawas,

Pengembang. Pengendali,

4,5r2,92s | 386,822

Pengamat, Pengawas Terampil
Pelakana Pemula, pelaksana

9,429,785

7,331,808

Analis, Bendahara, Fasilitator,

Pembina, Pemeriksa, penata,

Penelaah, Pengamat, pengawas,

Pengendali,

Pengevaluasi, Pengkaji, penguji,

Penyuluh, Penyusun yang Golongan

lV (tidak bagi JFT Kategori Keahlian

Operator, Pengelola, pengolah,

Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris,

8,L94,373

Operator, Pengelola, pengolah,

Penata, Pranata, Ajudan, Sekretaris,

dan Petugas yang

tv (ttoak bagr ltt rategori

dan

Pengamat, lengawai Teffi il

Pela!_qaaa Pemnf a. petaLsala

Pemula, dan pengadministrasi yang

lV (tidak bagi JFT Kategori

dan

Pengelnudi den pet'Jgts l(earnrnan

Kelas

Jabatan

Tambahan

Penghasilan ASN

Eeban Kerja

Tamhahan
Penghasibo ASII

Presta;i IerF

Tambahan

Penghasilan ASN

Kondisi Kerja

Tirrrirairair
Penghasilan ASN

Pertimbangan

Obiektif

Jumlah yang diterima Jabatan

Kelas 7t 8,026,200 rE,727,gn 5,618,340 32,372,340
Kepata utnas, Kepala Badan dan
Kepala Satuan Polisi

5,760,000 13;4m;doo 2,LLz,OOO iekretaris
1a 6,437,647 L5,O27,777

11 4,453,200 10,390,800 t,632,840 t6,476,840 (epala Eidang
L1 4,977,L06 7I,6t3,247 r,824,939 18,475,292 Kepala Bidang Golongan lV

J 3,369,600 7,862,40A 1,010,880 L2,242,880 Kepala Sub Bagian/Kepala Sub
BidanelKeoala Seksi/Keoala tlPT

3,766,O24

8 2,708,280 6,319,320 8t2,4U 9,840,084

3,026,901 7,062,770 908,070 ro,997,74L

2,387,880
8,437,776

2,668,807 6,227,2t7

E

E

5 I,730,520 4,037,880 346,LOA 6,1L4,504

l L,934,L17
6,833,857

4 L,Ozs,640 2,393,750 205,r28 3,623,928 Ierampil Pelaksana

847,4& ll_69,488 2,954,288
Fungsional

LZ 5,760,(x)0 13,440,000 576,000 19,776,OOO )okter Ahli Madya



11 4 4q? 2ryl to lQfi Srxt ,4q l?n 1C ?Rq :t?n

Jabatan Fungsional Tertentu Ahli
Madya, dan Jabatan lain yang

ditentukan peraturan perundang-
undangan

10 3,873,600 9,0:t8,tt{x} 387,360 13,299,360

L'Okter Ahtt Muda, dan Jabatan lain
yang ditentukan peraturan
perundang-undangan

:;r:

,ac iG6

Dolcer Ahli Pertama, Jabatan
Fungsional Ahli Muda, dan Jabatan

lain yang ditentukan peraturan
perundang-undangan

2,708,280 6,3L9,320 270,828 9,298,428

tabatan Fungsronal Iertentu Ahli

Pertama, dan Jabatan lain yang

ditentukan peraturan perundang-

undangan

a 2,387,880 5,57t,720 238,788 8,198,388

labatan Fungsional Tertentu dan

labatan lain yang ditentukan
peraturan perundang-undangan

2,O75,O40 4,84t,760 207,504 7,124,304

JaDatan FunSsronal lertentu dan

Jabatan lain yang ditentukan
peraturan perundanq-undanqan

5 1.730.520 4.037.n80 173.052 5.941.452

Jabatan Fungsional Tertentu dan

Jabatan lain yang ditentukan
peraturan perundang-undangan

I

t



7 BESARAN TPP BAGI PNSD PADA DIRAS PEIIDIDTMN DAN PEMUDA OLAHRAGA KHUSUS TENACA GURU

Kelas

Jabatan

Tambahan

Pengha5ilan A5N

Beban Kerja

Tambahan
Per8hasiLn ASfl

Prrestaii f€rir

I'l!!b!h.n
Penghasilan ASN

Peatimbangan

lumlah yang

diterima
Jabatan

Kelas
11 752,1@ 1,754,1,fi)

8€lania Tuniangan

Profesi Guru CIP6I
PNSD dan 8€lanja

',r bnh:i
PenShasilan

(Tamsil) Guru PNSD

2,5O7,@O
FunSsionalAhli Madya

FunSsional Ahli Muda

8 566,100 1,320,900 1,887,000
FunSsional Ahli Penama

8 B€SAMN TPP BAGI PNSD YANG M€NDUDUXI JAEATAN FUNGSIONALTERTENTU SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

(cla.
labatan

Tarnbahan

PenShasilan ASN

Beban Keria

Tambahan

PenShasilan ASN

Prestasi l(eria

Tambahan
Penghasilan ASN

(ondisi Keda
diterima

Jabatan

Kelas
1,203,600 16,808,400 44O,240 24,492,240

FunSsional Ahli
Utama/Utama

s,760,000 13,440,000 384,O00 19,584,OOO
FunssionalAhli Madya/
Madya ditentukan lain

Fun8sional Ahli Madva/
Madya

10 3,873,600 9,038,400 254,240 11,170,240
Fungsional Ahli Muda/
Muda ditentukan lain

9 1,369,500 7,462,4N 724,640 11,455,640
FunssionalAhli Muda/
Muda

8 2,704,24O 6,319,320 180,552 9,70a,I52
Jabatan Fungsional

Muda vans ditentuk.n
latn

7 2347,88O s,57!,720 4,714,792
Jabatan FunSsional

Pertama yang

ditentukan lain

PRASTA


